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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu
mengatur tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

bahwa untuk efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan
tugas dan fungsi kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika, perlu penyesuaian tugas, fungsi, susunan
organisasi, dan tata kerja di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap
penataan organisasi dan tata kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/227/M.KT.01/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Mengingat

Komunikasi dan Informatika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh

Menteri.

Pasal 2
Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan di = bidang
komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara.
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Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan
informatika, penyelenggaraan pos dan informatika,
penatakelolaan  aplikasi  informatika,  pengelolaan
informasi dan komunikasi publik;

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber
daya dan perangkat pos dan informatika,
penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan
aplikasi  informatika, pengelolaan informasi dan
komunikasi publik;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos
dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika,
penatakelolaan  aplikasi  informatika, pengelolaan
informasi dan komunikasi publik;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya
manusia di bidang komunikasi dan informatika;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika.
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BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal,

b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika;
c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
f.  Inspektorat Jenderal;

g. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

h. Staf Ahli Bidang Hukum;

i. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan

k. Staf Ahli Bidang Teknologi.

—.
.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5
(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Informatika.



